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BAB III 

HASIL PENELITIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PENGGUNAAN VISULISASI PRODUK SUSU KENTAL MANIS OLEH 

PELAKU USAHA 

A. Praktik Mengenai Pengaturan Periklanan di Indonesia 

1. Etika dan Regulasi Periklanan Produk di Indonesia 

Dalam menyikmak EPI (Etika Pariwara Indonesia) baru ini 

industri periklanan telah semakin menegaskan dirinya di bidang 

komunikasi, baik dalam kaitan posisi maupun komitmen. Posisi dan 

komitmen ini telah yang menjiwai keselurhan subtansi yang tertuang 

dalam landasan etika yang telah disempurnakan lagi ini.  

Dalam Buku Etika Pariwara Indonesia  Bab III, A. 3.1.2 

menyebutkan bahwa "iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak 

dalam adegan-adegan yang menyesatkan atau tidak pantas dilakukan 

oleh mereka". 47 Dalam iklan tersebut ditayangkan adegan bahwa 

seorang anak kecil meminum susu kental manis sebagai susu yang 

diseduh dan dapat diminum sehari-hari selayaknya susu murni biasa 

tetapi tidak dicantumkan apa yang ada didalam kandungan susu 

tersebut yang sebagian besar hanyalah gula. Hal tersebut telah 

menyesatkan banyak anak-anak yang menjadikan susu kental manis/ 

 
47Susanto Happy, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, TransmediaPustaka Jakarta, 2008, 

hlm. 24 
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krimer kental manis di konsumsi sehari-harinya yang sebenarnya 

bukanlah hal yang dapat di konsumsi sehari-hari. 

Dalam ketentuan Etika Pariwara Indonesia (Tata Krama dan 

tata cara Periklanan Indonesia). Periklanan adalah seluruh proses yang 

meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, penyampaian, dan 

umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran.48 Yang di dalam 

penyampaian iklan terdapat: 

a. Asas 

Iklan dan pelaku periklanan harus: 

1) Jujur, benar, dan bertanggungjawab; 

2) Bersaing secara sehat; 

3) Melindungi dan menghargai khayalak, tidak merendahkan 

agama, budaya, negara dan golongan, serta tidak bertentangan 

dengan hukum yang berlaku. 

b. Isi Iklan 

Isi iklan harus meliputi hak cipta, bahasa, tidak boleh 

menggunakan kata “satu-satunya”, menggunakan kata “gratis” 

tetapi konsumen harus membayar, kekerasan, keselamatan, 

hiperbolasi, perbandingan harga, merendahkan, peniruan, dan 

ketersediaan hadiah. 

 

 

 
48 Etika Pariwara Indonesia (tata karma dan tata cara periklanan di Indonesia), Gedung 

Dewan Press, Jakarta, 2007, hlm. 18 
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c. Bahasa 

Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh 

khayalak sasarannya, dan tidak menggunakan persandian yang 

dapat menimbulkan penafisran selain dari yang dimaksudkan oleh 

perancang pesan iklan tersebut. Iklan tidak boleh menggunakan 

kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top”, atau 

kata-kata berlawanan “ter”, dan atau yang bermakna sama, tanpa 

secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat 

dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau 

sumber yang otentik. 

Dalam kiprahnya, usaha periklanan akan senantiasa turut 

berperan melaksanakan pembangunan sesuai dengan cita-citanya dan 

falsafah bangsa, maupun amanat dari isi dan jiwa konstitusi negara. 

Karena itu segala sumber daya periklanan perlu senantiasa dibina, 

diarahkan dan dimanfaatkan sebagai komponen penting dari aset 

nasional. Sebagai komponen dan aset nasional, periklanan harus 

secara aktif, positif dan kreatif, terus membuktikan dirinya sebagai 

pemicu dan pemacu dinamika pembangunan bangsa dan negara. 

Mengantisipasi kompleksitas tantangan pembangunan nasional, 

khusunya yang berdimensi persaingan global, periklanan perlu terus 

meningkatkan profesionalitas yang berlandaskan etika serta nilai-nilai 

luhur bangsa, seraya senantiasa membentengi diri dan masyarakat 

dengan ketahanan akal budi, dan budaya. 
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Kita sebagai bangsa Indonesia, wajib memelopori 

ditegakkannya swakrama antara seluruh seluruh unsur periklanan 

nasional, atas dasar saling memajukan dan saling menghormati, demi 

terciptanya periklanan yang sehat, jujur dan bertanggung jawab adalah 

tugas kita semua dan juga wajib mendinamisasikan segala upaya 

untuk memajukan tata krama dan tata cara periklanan Indonesia, 

maupun segala etika yang terkait, baik kedalam, maupun terhadap 

semua mitra kerjanya serta membela kepentingan industri periklanan 

nasional dalam percaturan internasional. 

Adapun tata krama dan tata cara periklanan di Indonesia diatur 

lebih jelas dalam hukum positif, antara lain : 

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS; 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 368/Men.Kes/ SK/IV/1994 

tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat 

Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan 

Makanan-Minuman;49 

UUPK mengatur mengenai periklanan di Indonesia. Tujuan 

dari suatu perlindungan konsumen adalah sebagai berikut : 

 
49 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2010, hlm. 17 
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a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negative pemakaian barang dan/atau 

jasa; 

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen daalm memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi; 

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.50 

Dalam Undang-Undang Pers Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS (untuk selanjutnya disebut UU 

Pers) merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik 

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan 

 
50 Ibid, hlm. 24 
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grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media 

cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. 

Dalam hal ini peran pers untuk memenuhi pengetahuan 

kebutuhan konsumen salah satunya adalah melalui iklan. Namun iklan 

tersebut harus diberikan kepada konsumen secara tepat, akurat dan 

benar. 

Perusahaan iklan oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 

1999 dilarang untuk : 

1. memuat iklan yang dapat merendahkan martabat suatu agama 

dan/atau kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan 

dengan rasa kesusilaan masyarakat; 

2. memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat 

aditif lainnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; 

3. memuat iklan dengan peragaan rokok dan/atau penggunaan rokok. 

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Penyiaran Periklanan dapat dilakukan salah satunya melalui 

penyiaran, yang terorganisir dalam suatu lembaga penyiaran. 

Penyiaran menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Penyiaran (untuk selanjutnya disebut UU Penyiaran) 

adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran 

dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan 

menggunakan gelombang elektromagnetik, kabel, serat optik dan/atau 
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media lainnya untuk daat diterima oleh masyarakat dengan pesawat 

penerima siaran radio dan/atau pesawat penerima siaran televisi atau 

perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu. 

Sedangkan pengertian siaran menurut Pasal 1 ayat (2) UU 

Penyiaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, 

gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis dan karakter 

lainnya yang dapat diterima melalui pesawat penerima siaran radio, 

televisi atau perangkat elektronik lainnya, baik yang bersifat interaktif 

maupun tidak, dengan atau tanpa alat bantu. 

Fungsi dari penyiaran bagi konsumen adalah sebagai media 

informasi dan penerangan, pendidikan dan hiburan, yang dapat 

memperkuat bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat, yaitu 

ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan 

keamanan. 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan dalam 

Pasal 1 ayat (1) segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan 

air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan 

sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/ atau pembuatan 

makanan atau minuman. 

Sedangkan pengertian label pangan berdasarkan Pasal 1 ayat 

(15) UU Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang 
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berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang 

disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada 

atau merupakan bagian kemasan pangan. Dan pengertian iklan pangan 

berdasarkan Pasal 1 ayat (16) UU Pangan adalah setiap keterangan 

atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau 

bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran 

atau perdagangan pangan. 

Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah 

untuk : 

1. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu 

dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; 

2. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung 

jawab; dan 

3. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar 

dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.51 

Mengenai label dan iklan tentang pangan akan diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan (untuk selanjutnya disebut PP Label dan Iklan 

Pangan). 

Setiap orang yang memproduksi atau mengimport pangan yang 

dikemas, untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada 

kemasan, yang isinya minimal memuat hal-hal sebagai berikut : 

 
51 Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, 

hlm. 42 
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a. Nama Produk; 

b. Daftar bahan yang digunakan; 

c. Berat atau isi bersih; 

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimport 

pangan; 

e. Keterangan tentang halal; 

f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.52 

Setiap label atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan 

harus memuat mengenai pangan yang benar dan tidak menyesatkan. 

Dan setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan 

tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam dan/atau dengan 

label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak 

benar atau menyesatkan. 

Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan tentang 

pangan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, 

harus bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut. 

Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau televisi, 

agen, dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan 

turut bertanggung jawab terhadap isi iklan yang tidak benar kecuali 

yang bersangkutan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk 

meneliti kebenaran isi iklan yang bersangkutan. Dan untuk 

kepentingan pengawasan, Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran 

 
52  Perkembangan Industri Pengolahan Susu dalam Upaya Peningkatan Konsumsi Susu 

dan Produk-Produk Olahan Susu di Indonesia, Jurnal, Bogor, 2006, hlm. 60 
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radio atau televisi, agen, dan atau medium yang dipergunakan untuk 

menyebarkan iklan, dilarang merahasiakan identitas, nama dan alamat 

pemasang iklan.53 

Syarat-syarat dalam mengiklankan suatu produk pangan, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan dan 

atau disebarluaskan dalam masyarakat dengan cara 

mendiskreditkan produk pangan lainnya; 

b. Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia 

dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila 

pangan tersebut diperuntukan bagi anak-anak yang berusia dibwah 

5 (lima) tahun; 

c. Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung 

bahanbahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan 

dan/atau mengganggu pertumbuhan dan/atau perkembangan anak-

anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus 

ditujukan untuk anak–anak; 

d. Iklan tentang pangan yang diperuntukan bagi bayi yang berusia 

sampai dengan 1 (satu) tahun, dilarang dimuat dalam media 

massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, 

setelah mendapat perswetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam 

 
53 Taufik H. Simatupang, Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan 

Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52 
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iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan 

yang bersangkutan bukan pengganti ASI.54 

 

2. Iklan yang tidak sesuai dengan yang divisualisasikan oleh produk 

susu kental manis 

Periklanan merupakan salah satu sarana pemasaran dan 

sarana penerangan yang memegang peranan penting dalam 

pembangunan bangsa Indonesia, maka dari itu suatu iklan harus 

mengandung unsur-unsur: 

a. Iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentangan 

dengan hukum yang berlaku; 

b. Iklan tidak menyinggung perasaan dan atau merendahkan 

martabat, agama, tata susila, adat, budaya, suku dan golongan. 

c. Iklan harus dijiwai dan didasarkan dengan asas rasa persaingan 

yang sehat.55 

Dalam periklanan merupakan sebuah proses komunikasi yang 

bertujuan membujuk orang untuk mengambil tindakan yang 

menguntungkan bagi pihak pembuat iklan yang ditujukan untuk 

mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, 

pendapat, pemikiran dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu 

produk atau merek, jadi iklan harus dibuat sedemikian rupa agar dapat 

menarik minat khalayak, orisinal, serta memiliki karakteristik tertentu 

 
54 Ibid, hlm. 32 
55 Ibid, hlm. 12 
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dan persuasi para konsumen atau khalayak secara sukarela terdorong 

untuk melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan yang diinginkan 

pengiklan. 

Iklan di identikan sebagai media promosi dan pengenalan 

bagi produk yang akan di produksi atau di jual ke masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahunn 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) menyebutkan :  

“Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 

informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli 

konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang 

diperdagangkan”. 

Di dalam menentukan bentukbentuk iklan, terlebih dahulu 

membedakan iklan menjadi 2 (dua macam iklan, yaitu iklan media 

elektronik (televisi, radio, internet,dsb) dan non media elektronik 

(surat kabar, majalah, brosur, reklame, dsb). Iklan melalui media 

televisi merupakan media favorit dan kerap kali menjadi pilihan utama 

pelaku usaha. Iklan televisi mengambil peranan penting dalam 

periklanan yaitu:   

a. Iklan televisi berperan penting dalam membangun dan 

mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan produk 

yang di hasilkan; 

b. membentuk opini publik yang positif terhadap perusahaan 

tersebut; 
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c. engembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk 

konsumsi dan perusahaan yang memproduksinya; 

d. menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat 

luas.56 

Sehingga iklan dapat membentuk pemahaman yang sama 

antara terhadap suatu produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada 

masyarakat luas. 

Sedankgan kriteria iklan yang menyesatkan di televisi apabila 

merujuk pada perspektif hukum positif di Indonesia antara lain yaitu: 

a. Iklan yang mengelabui konsumen (misleading) mengenai kualitas, 

kuantitas, bahan kegunaan, harga, tarif, jaminan dan garansi 

barang dan/atau jasa dimana pelaku usaha tidak bisa 

bertanggungjawab dan memenuhi janji-janji sebagaimana 

dinyatakan dalam iklan yang di tayangkan di televisi. 

b. Mendeskripsikan/memberikan informasi secara keliru, salah, 

maupun tidak tepat (deceptive) mengenai barang dan/atau jasa. 

c. Memberikan gambaran secara tidak lengkap (ommision) mengenai 

informasi barang dan/atau jasa. 

d. Hal lain yang dilarang dan melanggar ketentuan hukum oleh 

pelaku usaha adalah memberikan informasi yang berlebihan 

(puffery) mengenai kualitas sifat, kegunaan, kemampuan barang 

 
56 Ibid, hlm. 47 
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dan/atau jasa dan membuat perbandingan barang dan/atau jasa 

yang menyesatkan konsumen.57 

Pada dasarnya standar kriteria periklanan di Indonesia sedikit 

banyaknya telah disesuaikan dengan standar kriteria yang berlaku di 

negara-negara maju, misalnya di Amerika Serikat, yaitu dengan telah 

mempergunakan unsurunsur fakta material sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta 

konsumen rasional sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 Ayat (1) 

huruf a dan b Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 

Tahun 1999. Tetapi keberadaan fakta material dan konsumen rasional 

tersebut belum cukup jelas diatur dalam ketentuan perlindungan 

konsumen di Indonesia sehingga pada prakteknya belum secara tegas 

dijadikan sebagai dasar penentuan iklan menyesatkan. 

Pengertian “konsumen” yang termuat dalam Pasal 1angka (2) 

UndangUndang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”.  

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa 

pelindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

 
57 Ma'ruf Abdullah, Manajemen Komunikasi Periklanan, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 

2017, hlm. 28 
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kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Salah satu hak yang dijamin oleh undangundang adalah hak konsumen 

untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk 

barang/jasa pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan 

kewajiban dan melanggar larangan tersebut, maka konsumen yang 

merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban. Pasal 20 

UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menetapkan bahwa “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas 

iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan 

tersebut”. 

Pertanggung jawaban dapat diberlakukan terhadap para pelaku 

periklanan apabila dalam pembuatan atau produksi, penerbitan atau 

penyebaran isi materi suatu iklan melanggar Tata krama dan Tata Cara 

Periklanan sehingga menyebabkan timbulnya kerugian pada 

konsumen. Pertanggung jawaban tanggung renteng dapat 

diberlakukan terhadap para pelaku usaha periklanan apabila dalam 

pembuatan atau produksi, penerbitan atau penyebaran, isi materi suatu 

iklan melanggar Tata Krama dan Tata Cara Periklanan, sehingga 

menyebabkan timbulnya kerugian pada konsumen. 

 

B. Pelaksanaan Visualisasi Iklan pada Produk Susu Kental Manis  

Kandungan yang terdapat pada susu kental manis cenderung tidak 

berimbang, sehingga bertolak belakang dengan defenisi susu sebagai 
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bahan makanan bergizi tinggi yang mengandung berbagai zat makanan 

yang lengkap dan seimbang. Hal tersebut turut melatarbelakangi evaluasi 

penamaan pada label produk yang semula bertuliskan ”susu kental manis‟, 

berubah menjadi “kental manis‟. Meski demikian, kenyataan tersebut 

tidak berbanding lurus dengan iklan produk susu kental manis yang selama 

ini beredar, yang banyak menampilkan klaim manfaat dan visualisasi 

bahwa susu kental manis seakan-akan setara dengan produk susu lain yang 

dapat berfungsi sebagai penambah atau pelengkap zat gizi.  

Iklan menyesatkan memberikan informasi yang tidak benar kepada 

konsumen, yang mana informasi tersebut dapat menimbulkan 

kesalahpahaman kepada konsumen. Kesalahpahaman tersebut dapat 

berimbas kepada keamanan konsumen, merugikan konsumen, dan lebih 

jauh dapat membahayakan konsumen. Iklan menyesatkan dengan jelas 

melanggar Etika Pariwara Indonesia dan peraturan-peraturan 

perundangundangan yang terkait dengannya.  

Adapun iklan susu kental manis yang merepresentasikan produk 

dan memberikan kesan seakan-akan setara dengan susu lainnya, dan pada 

kenyataannya berbahaya dikonsumsi untuk anak-anak, dapat digolongkan 

sebagai iklan yang berpotensi menyesatkan konsumen. Iklan bukan saja 

merupakan sarana untuk kepentingan pelaku usaha guna memasarkan 

produknya. Melainkan dalam iklan juga terdapat hak konsumen untuk 

memperoleh informasi yang jujur dan benar. Pelanggaran iklan atas etika 

dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku usaha 
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dapat menimbulkan kerugian pada konsumen, dan lebih jauh dapat pula 

menurunkan kepercayaan konsumen terhadap iklan, yang bisa berdampak 

negatif pada perkembangan dunia usaha.  

Adapun konten iklan susu kental manis yang di dalamnya terdapat 

ketidak-sesuaian (di antaranya dari segi representasi atau ilustrasi secara 

audio visual dan klaim manfaat) dengan kandungan yang sesungguhnya 

terdapat dalam susu kental manis, telah melanggar asas utama Etika 

Pariwara Indonesia yang salah satunya menyebutkan bahwa iklan harus 

jujur, benar, dan bertanggung jawab. Iklan susu kental manis berisi konten 

yang dapat mengelabui konsumen sehingga dapat dinilai tidak jujur dan 

benar, yang kemudian dapat merugikan konsumen. 

 

C. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Periklanan dan Tanggung Jawab 

Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Menyesatkan. 

Hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen ada didalam 

rumusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terhadap pelaku usaha mempunyai pengertian yang luas bahwa 

tidak hanya para produsen pabrik yang harus menghasilkan barang 

dan/atau jasa yang tunduk pada undangundang ini, melainkan juga para 

rekanan, termasuk para agen, distributor serta jaringan-jaringan yang 

melaksanakan fungsi pendistribusian dan penawaran barang dan/atau jasa 
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kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang/atau 

jasa.58 

Iklan di identikan sebagai media promosi dan pengenalan bagi 

produk yang akan di produksi atau di jual ke masyarakat. Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Ketentuan 

Umum Pasal 1 ayat (6) menyebutkan :“Promosi adalah kegiatan 

pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa 

untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang 

akan dan sedang diperdagangkan”. 

Menurut AZ Nasution, Iklan-iklan komersial yang berpotensi 

menimbulkan dampak negative bagi masyarakat dapat diminta 

pertanggungjawaban kepada para pIhak yang terlibat dalam periklanan, 

terutama pelanggaran-pelanggaran terhadapat ketentuan yang terdapat 

Undang-undang perlindungan konsumen. Pertanggungjawaban yang 

dimaksud termasuk didalamnya pelanggaran yang menyangkut kreativitass 

perusahaan periklanan atau media periklanan yang bertentangan dengan 

asas-asas periklanan. Pelaku usaha periklanan itu terdiri atas tiga 

kelompok yaitu pengiklan, perusahaan iklan atau Biro Periklanan dan 

media. 

Perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan yang 

menyesatkan ada dua macam yaitu yang pertama ialah perlindungan 

hukum konsumen yang bersifat preventif yang mana dapat dilakukan 

 
58 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 86 
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dengan melalui legislasi atau regulasi yakni dengan cara memberikan 

aturan hukum yang akan menjamin bahwa konsumen dapat menenrima 

perlindungan hukum dan 8 melalui pengawasan konsumen baik dari 

pemerintah, masyarakat, maupun oleh lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat. Yang kedua ialah perlindungan konsumen yang 

bersifat represif, yakni perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen yang merasa dirugikan. Dua cara yang dapat di lalui yakni 

melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan ke badan peradilan 

di tempat kedudukan konsumen atau melalui non peradilan yaitu melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Mengenai muatan informasi produk, tentu pihak yang paling 

bertanggung jawab adalah pengiklan sebagai pihak penghasil barang dan 

atau jasa. Sedangkan yang menyangkut daya kretifitas dalam pembuatan 

iklan, tentu merupakan tanggung jawab perusahaan periklanan di media 

iklan, karena berdasarkan daya imajinasi mereka iklan dapat tampil lebih 

memikat dan mampu mengundang perhatian konsumen. 

Bagi perusahaan periklanan atau media iklan, keharusan untuk 

bertanggung jawab telah dimuat dalam pasal 20 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung 

jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh 

iklan tersebut. Dalam pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden No. 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan pangan telah diperinci lagi para pihak yang 

turut bertanggung jawab terhadap tindakan penyesatan dalam iklan, bahwa 
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penerbit, pencetak, pemegang izin radio atau televisi, agen dan atau 

medium yang dipergunakan untuk menyebarkan iklan, turut bertanggung 

jawab terhadap isi iklan yang tidak benar, kecuali yang bersangkutan telah 

mengambil tindakan yang diperlukan untuk meneliti kebeneran isi yang 

bersangkutan. 

Upaya untuk meminta pertanggung jawaban para pihak dalam 

kegiatan periklanan, bukanlah persoalan yang mudah dilaksanakan. Oleh 

karena itu, pertanggung jawaban didasarkan dua pertimbangan, yaitu yang 

pertama ialah kegiatan periklanan melibatkan banyak pelaku ekonomi, 

dalam hal ini pengusaha pengiklan (produsen, distributor , suplier, retailer 

), pengusaha periklanan, organisasi profesi iklan, dan media periklanan. 

Disamping itu juga melibatkan konsumen selaku penerima informasi yang 

disajikan melalui iklan, dan pemerintah dalam hal ini Departemen 

Komunikasi dan Informasi, Departemen Kesehatan, dan Departemen 

Perdagangan. Yang kedua ialah tempat periklanan sendiri dalam 

pembidangan hukum di Indonesia lebih banyak dikelompokan dalam 

bidang hukum administrasi negara, khususnya kelompok hukum pers. 

Dalam kegiatan periklanan, ketiadaan undang-undang khusus 

periklanan yang seharusnya dapat dijadikan pedoman tidak langsung 

terwujud, sehingga persoalan penentuan tanggungjawab ini harus 

dilakukan kasus perkasus, bergantung pada peranan masinhgmasing pihak 

dalam proses pembuatan dan pemasangan iklan tersebut, serta bagaimana  

Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) atau hakim dalam 
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pengadilan meletakan beban tanggung jawab atas pelaku usaha yang 

kasusnya dihadapkan pada mereka. 

Terjadinya sengketa yaitu akibat adanya perbedaan pandangan 

atau pendapat antara para pihak tertentu mengenai hal tertentu. Itulah 

pendapat orang pada umumnya jika ditanya akan apa yang dimaksud 

dengan sengketa. Sengketa akan timbul apabila salah satu pihak merasa 

dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa 

demikian. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha 

dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran 

dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau 

memanfaatkan jasa.59 Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik 

keperdataan, pidana maupun tata Negara. 

Masalah ada atau tidaknya suatu kerugian yang diderita oleh 

suatu pihak, dalam hal hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, 

dari penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian oleh konsumen atas barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak akan terlepas dalam 

pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa 

pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. 

Apabila dirinci, tanggung jawab tersebut terdiri dari: 

1. Tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab berdasarkan adanya 

suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. 

 
59 Syukri, “Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Listrik: Studi Pada PT. 

PLN Ranting Dewantara di Kabupaten Aceh Utara”, Skripsi pada Universitas Sumatera Utara, 

2009. 
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2. Tanggung jawab perundang-undangan atau tanggung jawab 

berdasarkan adanya suatu perbuatan melanggar hukum.60 

Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

maka dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur 

mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor 

pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 

dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi 

tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau 

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi harus telah 

dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi. 

Besar pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan 

adanya tuntutan pidana terhadap pelaku usaha berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan 

barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang 

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan 

yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:  

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 

 
60 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab 

Produk, Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm. 52. 
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b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa; 

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 

Serta Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur  Pelaku usaha dalam hal 

penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang 

mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan; 

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah telah memenuhi 

standar mutu tertentu 

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah tidak 

mengandung cacat tersembunyi; 

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan 

maksud untuk menjual barang lain; 

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang 

cukup dengan maksud menjual barang yang lain; 

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah 

cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; 

f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan 

obral. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha 

yang melakukan kelalaian dalam praktik usahanya sebatas apa yang telah 
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ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

yakni berupa tanggung jawab secara perdata dan secara pidana, di mana 

konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi dalam bentuk 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan. Terhadap tanggung jawab pidananya, pemberian sejumlah ganti 

rugi tersebut ternyata tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan 

pidana yang berdasarkan pada pembuktian mengenai unsur kesalahannya. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur 

perlindungan terhadap konsumen dalam lingkup hukum perdata dan 

hukum pidana. Perlindungan hukum tersebut ditujukan untuk 

meningkatkan posisi tawar konsumen dalam bertransaksi dengan pelaku 

usaha.  

Dalam Kasus Susu Kental Manis seharusnya Pelaku Usaha yang 

selaku memasangkan iklan di TV dan di kemasan kalengnya dapat 

bertanggung jawab atas penyakit yang akan diderita oleh anak-anak yaitu 

diabetes, kolestrol dan diare karena produk susu kental manis yang 

dicontohkan didalam iklan bahwa susu kental manis dapat diminum seperti 

susu bubuk atau susu formula yang dapat di seduh dengan air setiap hari, 

oleh karena itu pelaku usaha susu kental manis dapat diminta 

pertanggungjawaban atas penayangan iklan tersebut. 

 

 


